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MENGENAL PERAN DAN FUNGSI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA



POSISI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA
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PERLINDUNGAN DI PASAR MODAL INDONESIA

Perlindungan di 
Pasar Modal

Perlindungan 
Konsumen 

OJK

Sosialisasi dan 
Edukasi

Pengaduan

Law 
Enforcement

Satgas PASTI

Perlindungan 
Pra-Transaksi 
oleh PT BEI

Unusual Market 
Activity

Notasi Khusus

Penyelesaian 
Transaksi Efek 

di KPEI

Dana Jaminan

Penyimpanan 
Efek (KSEI)

RDN Bank dan 
SRE pada KSEI

Fasilitas Akses 

KSEI

Indonesia SIPF 
(PDPP)

Dana 
Perlindungan 

Pemodal (DPP)

Disgorgement & 
Disgorgement 

Fund
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RISIKO YANG DILINDUNGI INDONESIA SIPF

1. PT Antaboga Delta Sekuritas 

(2001-2008)

2. PT Sarijaya Permana Sekuritas 

(2002-2008)

3. PT Signature Capital Indonesia 

(2008)

4. PT Optima Kharya Capital 

Management (2010)

Contoh Kasus di Masa Lampau:
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LANDASAN HUKUM

Kumpulan dana 
untuk melindungi Pemodal dari 

hilangnya Aset Pemodal.

DPP

Perseroan dengan izin OJK
menyelenggarakan dan 

mengelola DPP.

Dana Perlindungan 

Pemodal

PDPP

Penyelenggara Dana 

Perlindungan Pemodal

Investor Protection Fund/
Compensation Fund

Investor Protection Corporation

Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016, 

tanggal 2 Desember 2016, Tentang 

Dana Perlindungan Pemodal

Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, 

tanggal 2 Desember 2016, Tentang 

Penyelenggara Dana Perlindungan 

Pemodal

Rp

UU No. 4 Tahun 2023 Pasal 69B: UU P2SK
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KEWAJIBAN INDONESIA SIPF SEBAGAI PDPP
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KEWENANGAN INDONESIA SIPF SEBAGAI PDPP
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PDPP

Pengelolaan 
DPP

Investasi 
DPP

Verifikasi 
Klaim 

Pemodal

Memungut 
Biaya Terkait 
Pelindungan 

Pemodal

Recovery Dana 
yang Telah 
Dikeluarkan 

untuk 
Pembayaran 

Klaim

Kegiatan 
Pendukung 

Lainnya

* Dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

POJK no. 50/POJK.04/2016



KRITERIA PEMODAL YANG DILINDUNGI
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ANGGOTA DPP

Perantara Pedagang Efek

96 Anggota

Bank Kustodian

26 Anggota

Daftar lengkap Anggota DPP dapat dilihat 

di www.indonesiasipf.co.id

Stiker Tanda Keanggotaan DPPKustodian (Perantara Pedagang Efek & Bank Kustodian) 

Wajib Menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal
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SUMBER PENDANAAN DPP

Kontribusi dana 
awal dari BEI, 
KPEI, dan KSEI;

Iuran 
keanggotaan 
yang terdiri dari 
iuran keanggotaan 
awal dan iuran 
keanggotaan 
tahunan;

Dana yang 
diperoleh dari 
Kustodian 
sebagai 
pelaksanaan hak 
subrogasi;

Hasil investasi 
Dana 
Perlindungan 
Pemodal; dan

Sumber lain 
yang ditetapkan 
oleh OJK.

Rp 341,79 miliar
Jumlah DPP per akhir September 2024

Dana Cadangan Ganti Rugi 
Pemodal (CGRP), yang 
merupakan dana yang dapat 
digunakan saat DPP tidak 
cukup untuk melakukan 
penggantian atas aset 
Pemodal yang hilang.

Rp 150 miliar
Jumlah Dana CGRP
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ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL
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BESARAN GANTI RUGI PERLINDUNGAN PEMODAL

Rp 25 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

2013

Rp 100 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

2015

6 Agustus 2015

Keputusan Anggota 

Dewan Komisioner OJK No. 

Kep-46/D.04/2015

2 Januari 2021

Keputusan Anggota 

Dewan Komisioner OJK No. 

Kep-69/D.04/2020

Rp 200 juta
Per Pemodal

Rp 100 miliar
Per Kejadian

2021

31 Desember 2013

Keputusan Anggota 

Dewan Komisioner OJK 

No. Kep-70/D.04/2013
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AGENDA PEMBAHASAN
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FATWA DSN-MUI PERIHAL PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM 

PELINDUNGAN ASET INVESTOR DI PASAR MODAL



PROSES PENGAJUAN FATWA KE DSN-MUI 
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13 Januari 2023
Pembahasan Aspek 

Syariah DPP Bersama 
DSN-MUI

2 Maret 2023
Pembahasan Aspek 

Syariah DPP Bersama 
DSN-MUI, BEI, KSEI

9 Juni 2023
Permohonan Fatwa 

Aspek Syariah DPP ke 
DSN-MUI

13 September 2023
Rapat Silaturahmi 
dengan DSN-MUI

12 Oktober 2023
Diskusi Rancangan 

Draft Fatwa 

27 April 2024
FGD dengan Tim BPH 

DSN-MUI

7 Mei 2024
Konsinyering Tim BPH 

DSN-MUI

25 Juni 2024
Rapat Koordinasi 
Pimpinan Badan 

Pengurus dan BPH

4 Juli 2024
Rapat Pleno DSN-MUI



FATWA DSN-MUI DALAM PASAR MODAL
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Fatwa DSN-MUI yang ada di SRO:

1. Fatwa nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek 

bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang diberikan ke Bursa Efek Indonesia.

2. Fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan 

Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

3. Fatwa nomor 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan 

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.



LANDASAN SYARIAH (AL-QURAN DAN HADITS)
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Q.S Yusuf: 72

Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa

“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, 

akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

“Nabi s.a.w. didatangkan jenazah untuk dishalatkan. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” 

Mereka menjawab, “Tidak.” Lalu beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain. Beliau 

bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Shalatkanlah temanmu 

itu!” Abu Qatadah berkata, “Saya menjamin utangnya, wahai Rasulullah.” Lalu beliau menshalatkannya.



KAIDAH FIQIH
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“Bahaya/kerugian harus dihilangkan.”

“Bahaya/kerugian harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Mencegah lebih mudah daripada menghilangkan.”



PENDAPAT ULAMA
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Pendapat Imam Ahmad

“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang adanya syarat penjaminan atas kewajiban bayar (tagihan) yang 

belum ada, apakah syarat tersebut menjadikannya sebagai (tagihan) yang dijamin? Ahmad menjawab, 

“Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.” Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak 

ada atau adanya penjaminan sesuai dengan syarat (yang disepakati), karena Rasulullah s.a.w. bersabda, 

“Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.” (Ibn Qudamah, al-Mughni [8/115]).



STANDAR KEUANGAN SYARIAH INTERNASIONAL
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Standar Syariah AAOIFI

“Penjaminan atas utang yang nilainya belum diketahui adalah sah. Demikian pula penjaminan atas utang yang 

akan muncul di masa depan disertai dengan bolehnya bagi penjamin untuk menarik penjaminan tersebut 

sebelum utang di masa depan benar-benar muncul dan setelah memberitahukan (tentang penarikannya) kepada 

penerima penjaminan (al-makful lah). Ini disebut dengan istilah “dhaman al-suq” atau “dhaman al-‘uhdah”. Di 

antara contoh (penjaminan atas tagihan/utang yang belum muncul) adalah penjaminan pengembalian uang 

(tsaman) kepada pembeli jika ternyata barang yang dijual kepadanya adalah bukan milik penjual. Penjaminan 

ini disebut dengan istilah “dhaman al-dark”.” (Al-Ma’ayir al-Syar’iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-

Dhamanat, Manama Bahrain, 2015, Pasal 3/2 hal. 132).



AGENDA PEMBAHASAN
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ASPEK HUKUM SYARIAH PELINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL



KETENTUAN SUBJEK HUKUM
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Subjek hukum dalam Pelindungan Aset Investor di Pasar Modal, 

terdiri dari:

Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Anggota DPP

Investor



KETENTUAN PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL
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1. Keanggotaan DPP bagi Kustodian bersifat wajib berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang tidak melanggar prinsip syariah; 

2. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal diselenggarakan dengan Prinsip 

Kafalah; 

3. Unsur-unsur dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal: 

a. DPP sebagai penjamin (kafil); 

b. Anggota DPP sebagai terjamin (makful ‘anhu); 

c. Investor sebagai penerima jaminan (makful lahu); 

d. Aset Investor sebagai objek penjaminan (makful ‘alaih/bihi).



KETENTUAN PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL
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DPP Anggota DPP Investor

Kewajiban 1. Melakukan penyelenggaraan, 

pengelolaan, dan 

pengadministrasian DPP;

2. Membayarkan klaim atas 

Pelindungan Aset Investor 

Pasar Modal apabila Investor 

memenuhi kriteria layak 

dibayar.

Melakukan pembayaran 

Iuran Keanggotaan dan 

kewajiban lainnya yang 

ditetapkan.

Memenuhi persyaratan 

administrasi dalam 

penyampaian permohonan 

klaim secara tertulis 

kepada Penyelenggara 

DPP.

Hak Tidak membayarkan klaim atas 

Pelindungan Aset Investor Pasar 

Modal apabila Investor 

memenuhi kriteria tidak layak 

dibayar.

Mendapatkan 

Pelindungan Aset 

Investor Pasar Modal 

bagi para Nasabah 

Anggota DPP yang 

memenuhi kriteria.

Mendapatkan pelindungan 

atas hilangnya aset 

Investor.



KETENTUAN PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL
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Aset yang dilindungi:

Efek dan harta lain terkait Efek yang berada dalam penitipan kolektif di LPP dan/atau Dana Investor 

pada RDN yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan Hak Tagih dan Subrogasi: 

Dalam hal DPP sebagai penjamin telah melakukan pembayaran klaim atas penjaminan maka DPP 

memiliki hak tagih (dain kafalah) kepada Anggota DPP berdasarkan prinsip Subrogasi. 

Sumber Pembayaran Klaim:

DPP dan/atau Dana CGRP.



KETENTUAN PENGELOLAAN DPP
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1. Pengelolaan DPP merupakan kewenangan OJK yang dimandatkan kepada Penyelenggara DPP; 

2. Pengelolaan DPP menggunakan akad Wakalah bil Ujrah;

3. Pengelolaan dan pengadministrasian DPP oleh Penyelenggara DPP harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan; 

4. Penyelenggara DPP berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan investasi DPP sesuai 

dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan; 

5. Hasil investasi DPP setelah dikurangi imbalan atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam 

DPP; 

6. Pembayaran ganti rugi kepada Investor hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan; 

7. Ganti rugi kepada Investor diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Investor yang hilang atau 

sebesar nilai maksimum ganti rugi dari segi Investor dan dari segi Kustodian sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

8. Kesesuaian alokasi penempatan DPP dalam instrumen syariah harus diawasi oleh Komite Investasi 

Penyelenggara DPP dan dilaporkan secara berkala kepada DSN-MUI.



KONDISI PENGELOLAAN DPP
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Instrumen September 2024

Jumlah (Rp) % Portfolio

Simpanan di Bank Milik Pemerintah 145,17 Miliar 42,87%

Syariah 0 Miliar 0,00%

Non Syariah 145,17 Miliar 42,87%

Surat Berharga Negara 193,42 Miliar 57,13%

Syariah 79,38 Miliar 23,45%

Non Syariah 114,04 Miliar 33,68%

Total 338,59 Miliar 100,00%

Syariah 79,38 Miliar 23,45%

Non Syariah 259,21 Miliar 76,55%



KOLABORASI KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI
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TERIMA KASIH

30


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

